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Menimbang : bDabwa optuk mempertinggi dan memperlenpgkapl ketahanan dan
kesiep-siagasn Revoluai Tndonesia, Lalk didalam maupun
355 terhedap luar negeri perlu mengadakan pengaturan kepemim-

: ninan deerah, jang merupikan suatu kolektivitas danp inte-
grasl dengaen aeluruh masjarslat, guna mewudjudkan suatu
swadajta Jang menudin kearah swasembada dalam ranplka pehpge-.
rahan dar. pengumpulan segala dane dan daja untuk pertahanan/
keamaonrn, pembanpunan daon penggallian kekodaan alam Jjang
berlimpal-limpah, dan guna memberantas segals Pikiran dan
gernlk pelaksensan-janp maslh bersifat routline-konvensalonll:

Mengingat ¢ 1, Pasal 4 ajat 1 dan pasal 10 UndangAunﬂang Dasar}_.

%, Ketetspan-ketetapan M,P.R,5, No, I dan No.II tohun 1960,
serta No. TIL dan Wo.IV tabun 1963; g

3, Penettpan-penotaspan Presiden Republik Indonesia Nﬁfé
tahun 19589 {disgmpurnakan)] dan No.d tahun 196%2;

4, Keputusap-keputusan Presiden Republilk Indonesia No.l166
b tahur 1960 dap No,142 dan No, 226 tabun 19453;

Kabinet Kerdda dengan para Tiatur Tunggal seluruh

]h 5. Pernjotean dan Kaputusan—keputﬁsan'Kdnfrﬂntasi Presidium
& |
Indeonesia, tertanggal Ejakarta 14 Maret 1364,

6. Komandg Preslden Republik Inﬂoneaia tertanggal 16 Marert:
1964 tentang Gepakan Sukﬂrelawan Indonesia

YMerdengar ; Wakil Perdana Menteri I/Menteri Koordinator Knmpﬂrtimenf'
Menterprdl Luar Nagerl deon Hubungen Bkeonemil Luar Negeri, HWalk:l

Perdana Menterd II/Menteri Koordinator Kompartimeh Distri-
busi, Wakil Perdena Menteri TII/Menteri Koordinator Xompar-
timan Paﬂbangunanchnteri Perlndustrian Daser dan Pertam-—
bangan/Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Somentara/Ketun
Pearieodik Front WNasional, Menterl Xoordinator Kompartimen
Hukum dan Dalam Negerl, Menteri Koordinator Yompartimen
Pertahanan/Kesmanan, Menteri Kcordinator Kompartimen Per-
hubungan dengan Rakjst, Menteri Dalam Negerld, Menteri Dialsa
Agung, Mentepi/Panglima/Kopala Staf Angkatan Darat, Menteri/
Panglime,/Kepala Staf Angkatan Leut, Menteri/Panglima/Kepale
-Staf Angkatan Udara, Menteri/Panglima/Kepala Staf Apngkatan
Kepolisinn dan Meateri/Sekretsris Djenderal Front Nasional;
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13, Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional,

{.) Mosdng-masing Pantjas Tuanpgal tersebut pada pasal 1 terdiri dari

e
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TENTANG SUSUMNAN.,
Paoanl 1,

Didaerah-daerah tingkat I dianslurubh Indonesia, termassuk Daserah
~husus Ibukota Diskarts Raya, Doergh Istimowa Jogjekarta dan Deorah
Istimewa Atieh, diadakan suntu kepemimplnan daocrall, jang merupakan

guisty kolaktivitas dan inteprasi dengon soluruh ‘masjarakot, denpgan
nama Pantja Tunggal,

Pasal 2.

(1) Preaiden adalah Pemimpin Tertingpl somua Pantia Tﬁhggal tersebut
pada paSal B

f2) Timpinan Warien Semua Pantia Tunggul tersebut pada pasel 1 dila-
kukan alebh Prealdium Wabinet Kerdja ates nama Presider.

Pasnl I.

Galam melalkukan pekerdjaan tersabut pada pasal ﬂ.PréEideﬁ dan
Prasidiym Kabinet Kerdja dibantu oleh-

1, Menterd Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Hegeri.

2, Meatseri Koordinator Kompartimen Pertahanan}KeamananHKepala Staf
Angkatan Beraaendiata.

3, Hentari Koordipatorn Kﬁmpartimen Porhubungan dengan Rakjat.
4, Menteri Dalam Negeri, ' €

5. Menteri Dijakea Agung,

5, Menteri/Panglima/Kepala Sta? Anglatan Darat,

. Menteri/Panglima/Kepala Stal Angkaten Laut.

B, Menteri/Panglima/lkepala Staf Angkatan Udara,

9, Menteri/Panglima/Kepalas Staef Angkatan Kepolisian,

Paaal'4£ . : T E
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1, Kepaln Daerab tiagkat I sebsgai Ketum merangkap Anggota,

24, Panglima Deerah Militer stou Komandan Militer Tertinggi
di Daerah tingkst I sebagai Anggota,

i, Kepala Polisi Komisariat eebagal Anggota,

4, Kepales Kedjaksaan Tinggl sebagal Anggota dan

B. Ketua Froant Masional Doerah t1ngkat I sebagai Anggota.

27 Dalam hal dlchwal kegantingan jang memaksa, maka Preaiden dapat
mepetapkan Panglima Doeral Militer atay Komandan Militer Tertinggi
di Daerah tingkat T sebagal Ketus merangksp Anggota Pantja Tunpggal.

“} Apabila disesuatu Daerah tingkat I tidak/belum ada pedjobat-pediabat . [
seperti termaksud pada angka 2 s/d 5 ajet (1) passl ini, mzka Menteri. . B
{Menteri~menteri} Jjang bersangkutan menundjuk ssorang pﬁdjabﬂt bawa- .
hannja untuk mendjadi Anpgota Paptia Tunggel di Dasrah ltu. '4 e

Dalam hal salah scorang pedjahat tersebut pada angka 1 s/fd 4 ajat {l}“ b
pasal ini menddadl Fetua Front Masional Paerah gingkat I, maka Pangu—ﬁ..f
rus Harion Pront Masional Dasrah tingkeat I menentukan orang jang;'W-~'
nkan mewakili Front Wasionsl dsalam Pentis Tunggal, !

' Paaal &3
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Kepada masinp-masing Pantja rl‘umgg,nl terscbut pada pasal 1 dﬂpat
diperbantukan pediabat-pedjabat 51p11fm111terfpalisl jang dipandang
perle dengen persetudjuen Henteri {Nenterji-menteri) jang hersangkutan.

Pasal 6.

Masing-masing Pantje Tungpgal tersobut pada pasal 1 dapat memben-
tuk suatu Sekreteriat jing susunan, tata-kerdje dap pembimjaannja -
diatur oleh Pantja Tunggal Jjang bersangkutan sendiri.

Pasal 7.

Para Pantja Tunggal tersebut gada paanl 1 membentuk Pantju Tunggal-
Partia Tunggal di Deeral-daerah tingkat II dalam wilajahnja masing-
masing, jang susunan, tetakerdija dzn pembjajaannja disesuaikan dengan
kectentuap-ketentuon jang berlaku begi Pantjn Tungpal-Pantja Tunggal
di Daersh tingkat I. .

BAB II.
TENTANG TATAKERDJA.-

Pasal B,

Pars Pantjs Tunggal termaksud pada Bob I melakukan hukardjhnnnja
bardasarkan pokok dasar pedoman kerdja dalam tahap Revolusi Indonesia
dewasn ini sebagail berikutr : :

1, mewudjudkan ewadaja dari maeing-maelng dasrahg :

2, mewudjudkan swesembada delam scgéla Didang, chusu® pangar;

3. mengerahkan dan mengumpulkan segala dana dan deja umumnje kearah
pcmbentukan modal didaersah bagli Perdjuanpgan Kasional dan pembangunan
dagrah;

4, melaksanakan hal-hal tersebut diatas dengan kepemimpinnn Kepala
Daerah dan Anggota—-anggota Pantja Tunggal lainnja berdaserkan kego-
tong-rojongan dan pengintegrasian dengan seluruh masjarakat, diser-
tal dengan segsale daje tjlpta, daja kreasi, daja gerak.dsn daja
gempnr jang maksimal daripada pelaksana, selarass dengan kemurnian/
integrites daripada tjlta-tjite Hevolusi Indonesia; hal ipil perlu
untuk disesusikan dengan ‘hasil jang telah tertjapai depgan mewu-
diudkan genimlitas Revolusi Indonesia, genlialitas Rakjat Indonesia
don genialitas Pemimpin Besar Revolusi Xndonesia,

Pasal 93 , ;
Pantja Tunggal memusjawarahkasn segala usaha di dserah jang harus/
perlu dikerdjakan beraama untuk :

1, lebih memperkokoh semangat perdjoangan guna menjelamatkan dan mene-
ruskan Revolusi Indon2sia dalsm meéntjapal tudjuannja, aebagaimuna
digariskan dalam Menilesto Politik Indonesia;

2. melaksenakan komando-komando Preaiden!?anglima Tertinggl Angkatan. .
Bersendjata/Poerdana Menteri/Pemimpin Tertingai Front HaaionalfSnse*
puh Agung/Pemimpin Besar Revolusi:

J. merealiair Program Pemerintah;

4, meénjelenggerakan pertahanan dan k#amanan- '

5, moneruskan pembangunan dan meningketkan produksi di sepala bldang, .

_Chususnjs pangan, dan menjempurnakan penjelurannja, dengaa menitik-.
beratkan pads prinsip-prinsip pengerahan “funds and forces"™, pengge- -
rakan dan pengerahan potensl tenaga Rakjaot dan penggunaan “oparuui
karya™ Angkatan Bersendjata, serta berlandasan konaapai-kunaapai
dari dagrah~daerah jang revolusioneér progresif, :

w3
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Paspl 10.

Pegloksanhaan pitusan-putusan Pantjé-Tunggul dilakukan oleh Anggota-
anggotanjs dengan aparatur Jjang ads dibawahnia mesing-masing,

Apabils sesuatyu putusan Pantja Tuaggal harus/perlu dilaksanaksayp «
bersamp oleh heberapa Anggota Poantjn Tungpal, maks dapatlah di-
bentuk sustu komands gabunpgan, 4ang dipimpin oleh salah soeorang
Anggota Pantja Turggal.

Pasal 11
Pantga Tungzal menstaplkan sendird

Peraturan Tatetertib untulk musijawarah-musiswarahnia;

Tatakerdia dalam melolkeanakean putusan—putusannia.

BAB- ITT,
KETUNTUAN-KETENTUAN PBNUTUP:

Pﬂsﬂl" 124 i
Hgl-~hal jang belom atau belmnéﬁjﬁur dalam Keputusan Presiden 1ini

dan/atau hal-hal Jang memerlukan Jengaturan Jehdb Jandind akap ddedfar
dergan Kepurtusan Presidium Kabinet Kerdja berdssarkan ketentuan ini,

_ mp mempuonjai deja surut hingge ftanggal 17 NMaret 1964,

Pagsal 13.

leputusan Presiden inl mulai berlaky Pada hari ditetapkannjurdan

Bitetaplkan di Djakarta
pada tanggal 2 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
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